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I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

 Masalah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia sudah menjadi bencana rutin tahunan. 

Pada setiap tahunnya beberapa provinsi di Indonesia mengalami kebakaran hutan dan lahan, 

walaupun angka rendah dan tingginya penyebaran titik api sesalu berbeda pada setiap 

tahunnya. Dalam dasawarsa terakhir kebakaran hutan dan lahan di Indonesia semakin 

meningkat dan menimbulkan banyak masalah lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi baik di 

Indonesia maupun di negara tetangga  (Schwethelm 1998, Dennis 1999, Hoffman et a,l 1999). 

Pada tahun 1997/1998, sekitar 9,7 juta hektar hutan dan lahan yang terbakar dan dampak dari 

kebakaran dan asap itu sendiri telah mempengaruhi 75 juta orang. Kerugian ekonomi di 

perkirakan mencapai USD 3 miliyar (Tacconi 2002). 

Awal mulanya kebakaran hutan dan lahan khususnya di Indonesia di anggap terjadi karena 

gejala alam seperti gunung meletus atau sambaran petir, tetapi manusia juga memiliki peran 

dalam memulai kebakaran pada dasawarsa terakhir. Pembangunan dan pembukaan lahan 

pertanian atau perkebunan yang tidak benar serta fenomena iklim el nino menjadi penyebab 

kabakran hutan dan lahan terbesar pertama yang menghancurkan 3,2 juta Ha, dimana 2,7 juta 

Ha merupakan hutan tropis (Schinder dkk, 1989). Menurut Wahana Lingkungan Hidup 

Indonesia (WALHI) pada tahun 1997-1998 kebakaran hutan dan lahan yang besar kembali 

terjadi dan diperkirakan 13 juta Ha hutan dan lahan hangus terbakar. Sedangkan menurut 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 9,7 juta Ha (BBC Indonesia 2015). 

Di tahun 2015 kebakaran hutan dan lahan yang besar kembali terjadi, menurut data 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukan total luas kebakaran hutan 2,61 

Ha (Kontan.co.id, 2016). Di Indonesia sendiri terdapat beberapa provinsi yang rawan 

kebakaran hutan dan lahan. Pada rentan waktu 15 tahun terakhir, sebagian besar kebakaran 

hutan di Indonesia terjadi di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Riau. 

Dalam periode 6 tahun terakhir provinsi Sumatera Selatan mengalami kebakaran hutan 

dan lahan setiap tahunnya. Berdasarkan data rekapitulasi titik panas dalam periode 2010 hingga 

2015 ada kecenderungan terjadi peningkatan titik panas tahunan per kabupaten. Selama periode 

tersebut titik panas paling tinggi mencapai 27.043 di tahun 2015. Di tahun 2014 Sumatera 

Selatan dari total hot spot 7.234 ditemukan 4.229 titik panas di Kabupaten OKO, 617 titik 

panas di K abupaten Musi Banyuasin, 494 titik panas di Kabupaten Muara Enim dan 436 di 



Kabupaten Banyua Asin. Data penyebaran titik panas tahun 2014 menunjukkan 40% titik 

panas terdapat di Hutan Produksi (HP), 34% di perkebunan, 7% di Hutan Lindung (HL), 

5% di pertanian, 5% di Hutan Produksi Konversi (HPK), selebihnya 9% di Hutan Produksi 

Terbatas (HPT), Hutan Suaka Alam dan pemukiman (UPTD Pengendalian Kebakaran 

Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan, 2015). Sementara data yang terekam dalam 

Laporan Kegiatan Pengawalan Pemantauan Kebakaran Lahan dan Kebun tahun 2014 

menunjukkan bahwa di Sumatera Selatan, di kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) 

terdapat titik panas 0,92%, kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) 17,9%, di kawasan 

perkebunan 8,46% dan sisanya 72,71% di APL (Ditjen Perkebunan, 2014). Pada kejadian 

Karhutla tahun 2015 di Sumatera Selatan, jumlah total titik panas mencapai 27.043 yang 

tersebar di tiga kabupaten terbanyak yakni Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebanyak 

16.008 titik panas, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) 5.249 titik panas, dan Kabupaten 

Banyuasin 1.665 titik panas. Pada Gambar 2 tampak bahwa tiga kabupaten yang cenderung 

memiliki titik panas tahunan terbesar adalah Kabupaten OKI, Kabupaten Muba dan 

Kabupaten Banyu Asin. Kejadian Karhutla di Sumatera Selatan baik tahun 2014 maupun 

tahun 2015 menunjukkan bahwa titik panas dominan ditemukan di Kabupaten OKI, 

Kabupaten Muba dan Kabupaten Banyu Asin. Hasil pantauan Karhutla tahun 2105 oleh 

UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (PKHL) Provinsi Sumatera Selatan 

bahwa di kedua kabupaten tersebut titik panas senantiasa eksis berbulan-bulan. 

Di tahun 2015 kasus kebakaran hutan di Sumatera Selatan bahwa titik panas terbanyak 

di temukan di Kabupaten OKI yaitu 16.008 titik atau sebanyak 59% dari total titik api. 

Berdasarkan penafsiran citra satelit bahwa luas areal terbakar lebih dari 50% terjadi di 

wilayah Kabupaten OKI seluas 377.467 hektar. Ini menunjukan ada korelasi antara jumlah 

titik hot spot dengan luas areal terbakar. Titik panas selama ini dijadikan sebagai indikator 

kejadian kebakaran, meskipun tidak selamanya titik panas yang terekam dalam citra satelit 

menunjukkan terjadinya kebakaran. Namun secara kualitas biasanya jumlah titik panas 

yang bergerombol, disertai asap dan terpantau terjadi berulang menunjukkan adanya 

kejadian kebakaran di suatu wilayah (Lapan, 2016). Dengan demikian data titik panas 

hingga saat ini masih digunakan sebagai cara paling efektif dalam memantau kebakaran 

untuk wilayah luas secara cepat (near real time). 

Berdasarkan hasil perhitungan digitasi Citra Satelit Landsat bahwa luas hutan dan 

lahan terbakar tahun 2015 di Sumatera Selatan mencapai 736.587 hektar. Dari total luas 

areal terbakar di Sumatera Selatan sebanyak 51,23% atau seluas 377.367 hektar terdapat 

di wilayah Kabupaten OKI. Areal terbakar di Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi 



Banyuasin berturut-turut adalah 141.124 hektar dan 108.329 hektar (UPTD PKHL Provinsi 

Sumatera Selatan, 2015). Dalam periode 2000-2016 kejadian Karhutla di Sumatera Selatan 

dominan terjadi di Kabupaten OKI, Kabupaten MUBA dan Kabupaten Banyu Asin. Hal ini terkait 

dengan kondisi lahan gambut yang ada. Identifikasi karakteristik gambut pernah dilakukan dalam 

South Sumatera Forest Fire Management Project (SFFMP)-Europe Union pada tahun 2008 

menghasilkan data tentang lahan gambut di Sumatera Selatan mencapai 1.476.335 hektar dengan 

653.726 hektar lahan gambut memiliki kecenderungan menyerupai kubah gambut (peat dome) 

yang dominan berada di Kabupaten OKI dan Kabupaten Muba, sebagian kecil di Kabupaten Musi 

Rawas dan Kabupaten Muara Enim. Lahan gambut lainnya (non peat dome) seluas 822.609 

hektar tersebar di Kabupaten OKI, Kabupaten Muba dan Kabupaten Banyuasin (SSFFMP, 

2008 dalam BKSDA Sumatera Selatan, 2015 ). 

Disamping kondisi lahan berupa gambut, ketiga kabupaten ini juga memiliki luas 

wilayah yang realitif luas dengan keberadaan desa. Dari 443 desa dengan katagori rawan 

kebakaran hutan sebanyak 32% terdapat di Kabupaten OKI, 29% terdapat di Kabupaten 

MUBA. Adapun dari 59 desa sangat rawan kebakaran sebanyak 76% terdapat di Kabupaten 

Musi Banyuasin. Dengan demikian Nampak ada kecenderungan hubungan antara jumlah titik 

panas dan keberadaan desa rawan/sangat rawan kebakaran. Selain kondisi lahan berupa 

gambut, keberadaan masyarakat khususnya di lahan gambut wilayah OKI ini dimulai sejak 

tahun 1970 dimana saat itu ada Program Transmigrasi Lahan Basah. Adapun pada tahun 2000-

an, investor mulai masuk membuka usaha perkebunan sawit (Martin & Winarno, 2010). 

Keberadaan masyarakat ini berpotensi dalam pencetus kebkaran, disamping perusahaan. 

Dahulu pencetus kebakaran hutan alam berupa faktor alam seperti petir namun sekarang 

kebakaran terjadi dimulai oleh manusia terkait dengan perubahan penggunaan lahan (Baker & 

Bunyavejchewin, 2009 dalam Cattau, 2016). Selain dari kondisi biosfik dan keberadaan 

masyarakat, sebenarnya pengaruh iklim dan cuaca memperkuat kebakaran di lahan gambut. 

Pengaruh cuaca yakni kekeringan juga mempengaruhi kebakran di lahan gambut.  

Dari hasil penelitian Putra, Hayasaki, Takashi, & Usup (2008) di area Pembukaan Lahan 

Gambut (PLG) bahwa setelah 11-14 hari mengalami kekeringan dan jika tinggi permukaan air 

di lahan gambut menurun hingga 20cm di bawah permukaan lahan gambut maka kebakaran 

permukaan lahan gambut dapat terjadi. kebakaran ini semakin hebat saat kekeringan tidak 

normal dengan datangnta musim kemarau yang dipengaruhi El Nino. Pada tahun 2015 

kebakaran hutan dan lahan di provinsi Sumatera Selatan membakar sekitar 608 ribu Ha, 

menjadikan provinsi Sumatera Selatan  sebagai provinsi yang mengalami kebakaran hutan dan 

lahan terluas pada tahun 2015. Tidak hanya itu provinsi Sumatera Selatan pun mendapatkan 



kerugian yang terbanyak akibat kebakaran hutan dan lahan melebihi provinsi lainnya. Di 

perkirakan kerugian yang dialami provinsi Sumatera Selatan mencapai 53,8 triliun pada 

2015. Sedangkan menurut Rully Syamanda (2003), menyebutkan ada 4 aspek yang 

terindikasi sebagai dampak dari kebakaran hutan dan lahan, diantaranya mencakup 

dampak terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, dampak terhadap hubungan 

antara negara, serta dampak terhadap perhubungan dan pariwisata. Melihat dari 

banyaknya dampak yang merugikan akibat dari kebakaran hutan dan lahan, pemerintah 

pusat maupun pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan telah melakukan berbagai 

upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan baik dalam bentuk 

peraturan maupun program akan tetapi kebakaran hutan dan lahan masih saja terjadi. 

Beberapa hasil penelitian menunjukan masalah dalam pencegehan dan penanggulangan 

kebakaran hutan dan lahan diantaranya kesulitan dalam koordinasi antar lemabaga terkait 

(Subarudi, 2002; Simorangkir & Sumantri,2002); belum ada pembagian kewenangan dan 

tanggung jawab di anatara lembaga yang sesuai (Subarudi, 2002; Simorangkir & 

Sumantri,2002), bentuk lembaga bersifat ad hoc (Simorangkir & Sumantri, 2002), 

kebijakan pengendalian hutan dan lahan belum terpadu (Simorangkir & Sumantri, 2002), 

lemahnya penegakan hukum (Subarudi 2002; Simorangkir & Sumantri, 2002), dan 

anggaran terbatas (Novra & Farias, 2008). Selain itu lembaga formal yang di bentuk 

pemerintah untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan belum efektif dan 

maksimal. Adapun keberadaan Manggala Agni dan satuan Manggala Agni Reaksi Taktis 

masih terbatas (Saharjo & Yungan, 2014). 

Terlepas dari kurang efektif dan maksimalnya lembaga pemerintah dalam 

pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, terdapat juga lembaga non-

pemerintahan yang ikut berperan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran 

hutan dan lahan khususnya di Sumatera Selatan. Salah satu lembaga non-pemerintahan 

di provinsi Sumatera Selatan yang aktif berperan dalam pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran hutan dan lahan ialah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). 

Wahana Lingkungan Hidup indonesia (WALHI) merupakan organisasi gerakan 

lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang independen dan non-profit. WALHI 

memeliki beberapa cabang di setiap provinsinya. Di Sumatera Selatan terdapat juga 

WALHI SUMSEL yang tugas dan programnya sama dengan WALHI pusat namun di 

sesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing mengenai masalah lingkungan 

hidup. WALHI SUMSEL sendiri sudah lama ikut berperan dalam pencegahan dan 

penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Salah satu komitmen 



Walhi Sumsel dapat kita lihat melalui artikel yang terdapat pada laman website Walhi Sumsel 

, yang berjudul “Menagih Komitmen Pemerintah Jokowi-JK dalam Mempercepat Pemulihan 

Pasca Kebakaran Hutan dan Lahan”. Dalam artikelnya ini Walhi Sumsel membuat beberpa 

point tuntutan dan menagih kepada pemerintahan Jokowi-JK salah satu tuntutan Walhi Sumsel 

ialah “Mengeluarkan paksaan pemerintah kepada seluruh pelaku Karhutla yang areal izinnya 

terjadi Karhutla 2015 untuk melakukan pemulihan dan pencegahan permanen sebagaimana 

sesuai dengan aturan, dengan total luas lebih kurang 1,4 Juta Ha melalui Menteri LHK dan 

mempublikasinya kepada publik”.Melihat pernyataan tuntutan Walhi Sumsel, memang Walhi 

Sumsel menaruh perhatian serius dan berperan dalam pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan khususnya.  

Belajar pada peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pad tahun 2015 lalu, 

WALHI kembali mengajak public untuk tidak lupa atas tragedi yang telah mengakibatkan 

terjadinya pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup dan lahan tahun 2015 itu telah 

mengakibatkan 24 orang meninggal dunia, lebih dari 600 ribu jiwa terpapar asap, seluas 2,6 

juta hektae hutan dan lahan terbakar yang mengakibatkan kerugian sebesar 221 Triliun rupiah, 

negara pun harus mengeluarkan dana sebesar 720 milyar untuk mengatasi kebakaran 

(BNPB,2015). Berdasarkan uraian di atas, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia khususnya 

di Sumatera Selatan tidak dapat bergantung kepada peran pemerintah, lembaga non-pemerintah 

juga harus ikut berperan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di 

Sumatera Selatan, karena kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kerugian tidak hanya dari 

segi ekonomi, sosial, dan budaya tetapi dari sektor ekologi juga merugikan. Untuk itu selaras 

dengan salah satu tujuan WALHI yang ingin menciptakan keadilan ekologi maka Walhi harus 

berperan serta dalam pencegahan dan penannggulangan kebakaran hutan dan lahan agar tujuan 

keadilan ekologi tercapai. Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti “Peran LSM dalam 

Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan “ (Studi 

Kasus Lembaga Swadaya Masyarkat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Sumatera Selatan). 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan 

Hidup Sumatera Selatan (WALHI) terhadap pencegahan dan penanggulangan 

kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan ? 



2. Apa hambatan WALHI dalam melakukan pecegahan dan penanggulangan 

kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Secara umum tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa 

peran lemabaga swadaya masyarakat (LSM) WALHI SUMSEL dalam 

penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera 

Selatan. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a) Untuk mengetahui peran lemabaga swadaya masyarakat (LSM) WALHI   

SUMSEL dalam penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di 

Provinsi Sumatera Selatan. 

b) Untuk mengetahui hambatan yang di alami oleh WALHI dalam melakukan 

pecegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1  Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharpkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan memberikan 

tambahan wacana guna pengembangan ilmu-ilmu sosial, pada khusunya mata kuliah 

Sosiologi Lingkungan, Sosiologi organisasi, etika sosial dan Gerakan sosial. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

a) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir sistematis dan dinamis, 

sekaligus untuk mengetahui, sejauh mana kemampuan penulisi dalam 

menerapkan ilmu yang diperoleh selama menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial 

dan Politik Universitas Sriwijaya Indralaya. 

b) Secara Praktis, sebagai bahan masukan dan informasi bagi Pemerintah, 

Organisasi Masyarakat dan Masyarakat Umum. Bagi Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam 

mengambil kebijakan yang bersangkutan dengan kebakaran hutan dan lahan 

dapat lebih diperhatikan. 
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